RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR
TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan
belanja daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling
lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dalam hal Menteri Dalam Negeri
menyatakan  hasil  evaluasi  rancangan peraturan daerah  tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sudah
sesuai dengan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan/atau peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja
daerah, dan telah menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah
dimaksud menjadi peraturan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf
b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6806);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 450);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);



Menetapkan

15. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor
205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
Nomor 2037);

16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 203, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1035);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 203);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan
GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023 berupa laporan keuangan yang memuat:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca,;

Laporan Arus Kas; dan

Catatan atas Laporan Keuangan.
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan
laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

(3) Laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a,
adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah :  Rp71.065.534.207.722,00
b. Belanja Daerah . Rp66.770.609.628.414,00
c. Surplus : Rp4.294.924.579.308,00




d. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan Pembiayaan
2.Pengeluaran Pembiayaan
Pembiayaan Neto

f. Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran (SiLPA)

Rp8.886.564.884.056,00
Rp6.639.068.343.295,00
Rp2.247.496.540.761,00
Rp6.542.421.120.069,00
Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diuraikan sebagai

berikut:

a.  Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp402.598.072.377,00,

dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan

:Rp 70.662.936.135.345,00

2. Realisasi :Rp 71.065.534.207.722,00
Selisih lebih ‘(Rp 402.598.072.377,00)
b.  Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah

Rp5.374.276.984.172,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan

:Rp 72.144.886.612.586,00

2. Realisasi Rp 66.770.609.628.414,00

Selisih kurang :Rp  5.374.276.984.172,00

c.  Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp5.776.875.056.549,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Surplus/defisit setelah perubahan :(Rp  1.481.950.477.241,00)

2. Realisasi :Rp  4.294.924.579.308,00

Selisih lebih (Rp 5.776.875.056.549,00)

d.  Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah

Rp8.752.771.136,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah

perubahan Rp 8.895.317.655.192,00
2. Realisasi :Rp  8.886.564.884.056,00
Selisih kurang 'Rp 8.752.771.136,00
e.  Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah
Rp774.298.834.656,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran  pengeluaran  pembiayaan
setelah perubahan :Rp  7.413.367.177.951,00
2. Realisasi :Rp  6.639.068.343.295,00
Selisih kurang 'Rp 774.298.834.656,00



f. Selisih  anggaran  dengan  realisasi  pembiayaan neto  sejumlah
Rp765.546.063.520,00, dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran pembiayaan neto setelah
perubahan ‘(Rp 1.481.950.477.241,00)
2. Realisasi :Rp  2.247.496.540.761,00
Selisih lebih (Rp 765.546.063.520,00)
g.  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 terdiri dari:
1. Kas di Kas Daerah ‘Rp 5.454.632.626.327,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan ‘Rp 108.493.750,00
3. Kas di Bendahara Pengeluaran
(termasuk Piutang Kelebihan Pembayaran
Pihak Ketiga) ‘Rp 702.529.939,00
4. Kas dan Setara Kas BLUD
(termasuk Piutang Kelebihan Pembayaran
Pihak Ketiga) ‘Rp 1.002.070.976.732,00
5. Kas di Bendahara Pengeluaran Sekolah ‘Rp 84.906.493.320,00
6. Pembulatan ‘Rp 1,00
7. SIiLPA Tahun 2023 ‘Rp 6.542.421.120.069,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan

31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
huruf b, adalah sebagai berikut:
a. Saldo Anggaran Lebih per 1 Januari 2023 : Rp 8.600.096.664.254,00
Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun
Berjalan - (Rp 8.600.096.664.254,00)
c. Pendapatan " Rp 71.065.534.207.722,00
d. Belanja - (Rp 66.770.609.628.414,00)
e. Penerimaan Pembiayaan - Rp 8.886.564.884.056,00
f.  Pengeluaran Pembiayaan - (Rp 6.639.068.343.295,00)
g. Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember
2023 :Rp 6.542.421.120.069,00

Pasal 5

Laporan Operasional untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan — LO

Beban

Rp103.869.130.346.608,00
(Rp 68.605.049.742.327,00)

Surplus dari
Kegiatan

Operasional
Surplus Non
Operasional
Defisit Non
Operasional

Rp

(Rp

3.722.940.118,00

0,00)

f.  Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional

Rp 35.264.080.604.281,00

Rp 3.722.940.118,00



g. Pendapatan Luar
Biasa . Rp 0,00
h. Beban Luar Biasa : (Rp 3.025.742.350,00)

i. Pos Luar Biasa : (Rp 3.025.742.350,00)
J.  Penyesuaian: Selisih

Kurs Belum

Terealisasi - LO : Rp 0,00

K. Surplus - LO : Rp 35.264.777.802.049,00

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:

a. Ekuitas per 1 Januari 2023 :Rp 665.549.886.851.294,00

b. Koreksi Perubahan Ekuitas :Rp 2.742.380.031.968,00

c. Surplus - Laporan Operasional :Rp  35.264.777.802.049,00

d. Ekuitas per 31 Desember 2023 :Rp 698.072.284.621.375,00
Pasal 7

Neraca per 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e
adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Aset Rp  715.498.299.812.408,00

b. Jumlah Kewajiban :Rp  17.426.015.191.033,00

c. Jumlah Ekuitas :Rp 698.072.284.621.375,00
Pasal 8

Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2022 :Rp 8.638.651.267.637,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi :Rp 10.632.235.079.057,00
c. Arus kas dari aktivitas investasi ‘(Rp 11.665.072.113.889,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan ‘(Rp 1.057.547.795.088,00)
e. Arus kas dari aktivitas transitoris 'Rp 13.920.528.268,00
f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2022 'Rp 6.562.186.965.985,00

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 meliputi penjelasan naratif atau rincian dari
angka yang tertera pada pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:



a. Lampiran | . Laporan Realisasi Anggaran; terdiri atas:

1. Lampiran 1.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

2. Lampiran 1.2 : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan;

3. Lampiran 1.3 : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis
pendapatan, belanja, dan pembiayaan; dan

4. Lampiran 1.4 : Rekapitulasi  realisasi  belanja  menurut  urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan
sub kegiatan.

b. Lampiran Il : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;

c. Lampiran Il : Laporan operasional;

d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;

e. LampiranV : Neraca,

f. Lampiran VI : Laporan arus kas;

g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;

h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

i. Lampiran IX . Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;

. : Daftar rekapitulasi dan rgulir dan penyisihan dan

i Lampiran X : ata. ekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana
bergulir;

k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;

| Lampiran XI| : Daftar  rekapitulasi  realisasi  penambahan  dan
pengurangan aset tetap daerah;

m. Lampiran XIII . Daftar rekapitulasi aset tetap;

n. Lampiran XIV  : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

0. Lampiran XV . Daftar rekapitulasi aset lainnya;

p. Lampiran XVI . Daftar dana cadangan daerah;

g. Lampiran XVII  : Daftar kewajiban jangka pendek;

r. Lampiran XVIIlI : Daftar kewajiban jangka panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir

s. Lampiran XIX  :tahun anggaran 2023 dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran berikutnya; dan

t Lampiran XX _lkhtisar  laporan keuangan Badan Usaha Milik

1. Lampiran XX.1

2. Lampiran XX.2 :

" Daerah/Perusahaan Daerah, terdiri atas:

_lkhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik
" Daerah/Perusahaan Daerah; dan

Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan
Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



Pasal 12
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PJ. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
JOKO AGUS SETYONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN NOMOR



